
 
IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 85/PUU-XIV/2016 
Tentang 

Penafsiran frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 serta Frasa “penyelidikan 
dan/atau pemeriksaan” dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i,  

serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)  

Pemohon : PT Bandung Raya Indah Lestari 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pokok Perkara : Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan 

huruf i, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 44 ayat (4) dan ayat 

(5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Pasal 1 ayat (3), 

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Amar Putusan : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian 

Tanggal Putusan : Rabu, 20 September 2017 

Ikhtisar Putusan :  

 

Terkait kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah pengujian 

konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36 huruf 

c, huruf d, huruf h, dan huruf i, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 44 ayat (4) dan ayat 

(5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/1999) terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah 

berwenang mengadili permohonan a quo. 

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah badan hukum privat yang 

berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 4, tanggal 1 

September 2005 dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-34646 HT.01.01.TH.2005 tentang 

Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 28 Desember 2005. Selanjutnya 

terkait pihak yang berhak mewakili Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo, 

berdasarkan Pasal 12 angka 1 Salinan Akta Nomor 7 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. 



Bandung Raya Indah Lestari, tanggal 4 Februari 20 dan akta Akta Pernyataan Keputusan Para 

Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bandung Raya Indah Lestari, 

tanggal 09 Januari 2014 telah mengangkat Yoseph Soenaryo sebagai Direktur Utama. Dengan 

demikian, Yoseph Soenaryo berwenang mewakili PT. Bandung Raya Indah Lestari sebagai 

Pemohon dalam permohonan a quo. 

Terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional 

dan/atau potensi kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tersebut dengan berlakunya 

pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak konstitusional atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta hak konstitusional atas hak milik yang tidak 

dapat diambil secara sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. 

Bahwa kerugian konstitusional dan/atau potensi kerugian Pemohon tersebut tidak akan terjadi 

lagi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, Pemohon memiliki 

kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a 

quo. 

Mengenai provisi Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan lebih 

lanjut apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusional Pemohon yang lebih besar tersebut. 

Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan hak-hak konstitusional apa yang dirugikan yang 

tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir apabila suatu norma hukum telah diterapkan. 

Sehingga tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon 

dimaksud. Dengan demikian, permohonan Pemohon terkait permohonan provisi tidak beralasan 

menurut hukum. 

Bahwa terkait permohonan Pemohon mengenai frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 

23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ditafsirkan selain “pelaku usaha lain” oleh KPPU, menurut 

Mahkamah, argumentasi Pemohon bahwa frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan 

Pasal 24 UU 5/1999 yang tidak selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 angka 8 UU 5/1999 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 beralasan menurut hukum untuk sebagian, mengingat 

Mahkamah tidak mengabulkan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, namun Mahkamah 

berpendapat bahwa frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 harus 

dimaknai “terkait pelaku usaha lain”. 

Terhadap frasa “penyelidikan dan/atau pemeriksaan” dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, 

huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1999 haruslah ditafsirkan sebagai 

“pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan”, bukan penyelidikan sebagaimana 

dimaksud dalam UU 8/1981. Terlebih dalam pertimbangan hukum sebelumnya Mahkamah telah 



menyatakan bahwa lembaga KPPU adalah lembaga penegak hukum dalam ranah hukum 

administrasi, sehingga seharusnya tindakan KPPU didalam ‘penyelidikan’ pun bukan dalam 

rangka pro justitia. 

Bahwa Pasal 44 ayat (4) UU 5/1999 baru dapat dilaksanakan apabila putusan KPPU 

yang berisi sanksi administrasi kepada pelaku usaha tidak dijalankan oleh pelaku usaha 

dimaksud dan apabila pelaku usaha tersebut tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan 

Negeri terhadap putusan KPPU dimaksud. Dalam hal terjadi keadaan demikian, Putusan KPPU 

selanjutnya diserahkan kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyidikan. Putusan 

tersebut harus sudah berkekuatan hukum tetap sebelum diserahkan kepada penyidik. Dalam 

tahap penyidikan inilah berlaku ketentuan UU 8/1981, dan dalam  keadaan yang demikian 

penyidik tidak kemudian serta merta kehilangan kewenangan untuk melakukan penyelidikan 

apabila hasil pemeriksaan yang telah diserahkan dari KPPU tersebut masih dipandang belum 

mencukupi. Berbeda dengan penyelidikan, penyidikan merupakan serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU 8/1981 untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya. Dengan kata lain proses dari penyelidikan dan 

pelimpahan berkas perkara sampai kepada persidangan pengadilan adalah sebuah rangkaian 

proses yang terakumulasi dan tidak terputus dan hal tersebut termasuk dalam bingkai 

penegakan hukum pidana dan dalam konteks pro justitia. Dengan demikian, dalil Pemohon a 

quo tidak beralasan menurut hukum. 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut menurut Mahkamah 

permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang 

amar putusannya sebagai berikut: 

Dalam Provisi: 

Menolak Permohonan Provisi Pemohon. 

Dalam Pokok Perkara: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 

1.1. Menyatakan frasa “pihak lain” dalam Pasal  22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2817) bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak 



mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “dan/atau pihak 

yang terkait dengan pelaku usaha lain”, sehingga:  

 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:  

 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang 

terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang 

tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi: 

 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang 

terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha 

pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

 Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi: 

 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang 

terkait dengan pelaku usaha lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan 

atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang 

baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. 

1.2. Menyatakan frasa “penyelidikan” dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, 

serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengumpulan alat bukti sebagai bahan 

pemeriksaan”; 

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya.                                                                            



 

 


